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ABSTRACT

This research aims to understand the implementation of the cash labor intensive program in Toapaya
Village, Toapaya District, Bintan Regency in 2020.The background of this research is due to village
development and creating jobs, so the village government issues regulations governing the Toapaya
village workforce for the 2020 fiscal year.This study uses the theory of Van Meter and Van Horn.The
study uses a qualitative descriptive research method. Primary data obtained by means of interviews
and observations and secondary data obtained from written reports and publications.The results
showed that the implementation of the village cash labor intensive program had not run as a whole,
this was because the data provided was not re-checked so that people who were able to continue to
participate in water channel construction activities and the lack of supervision carried out by the
village government resulted in still the occurrence of a worker recruitment process that is not in
accordance with applicable regulations.
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|I. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara
ekonomi, sosial, politik, dan partisipasi dalam kehidupan di masyarakat pedesaan, masalah
kemiskinan harus diselesaikan. Badan pusat statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan per maret
2020 mengalami kenaikan sebesar 26,42%, pemerintah dituntut untuk merentas kemiskinan dengan
membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat agar masyarakat bisa menghidupi kehidupannya.

Memasuki tahun keempat diimplementasikannya undang-undang desa, ternyata kemiskinan
cukup tinggi. Pemerintah memberikan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan
kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan, maka dikeluarkan keputusan bersama 4
menteri yaitu:

1. Menteri Dalam Negeri (Nomor 140-8698 Tahun 2017)

2. Menteri Keuangan (Nomor 954/KMK.07/2017)

3. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Nomor 116 Tahun
2017)
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4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017) tentang
Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang desa, dengan penekanannya tentang Padat Karya Tunai.

Dari Surat Keputusan Bersama 4 Menteri ada 1 peraturan Menteri yang membahas PKTD vyaitu
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 6 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. PKTD disebutkan dalam Pasal 1 No. 29 dan Bab V
pembinaan, pemantauan, dan evaluasi yaitu pelaksanaan pembangunan desa dengan pola Padat Karya
Tunai Desa. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan
sarana dan prasrana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu undang-undang ini menggunakan dua pendekatan, yaitu
desa membangun dan membangun desa yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.
(undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa) Peraturan kementerian desa nomor 6 tahun 2020
tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi
nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Prioritas penggunaan dana
desa tahun 2020 dengan memprioritaskan pembangunan dengan pola padat karya tunai.

Padat karya tunai desa (PKTD) merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin,
pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan
pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi
kemiskinan, menigkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

a. PKTD diprioritaskan bagi:
1. Anggota keluarga miskin
2. Pengagguran
3. Setengah penganggur
b. Anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi (stunting)
Memberikan kesempatan kerja sementara
d. Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa menggantikan
pekerjaan yang lama
e. Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara patisipatif dalam
musyawarah desa
f. Berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh desa sesuai dengan kebutuhan lokal
dan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana perdesaan atau pendayagunaan
sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

Desa toapaya kecamatan toapaya merupakan salah satu desa dikabupaten bintan yang

melaksanakan PKTD pembangunan normalisasi parit Kp.Jawa Anggaran yang dikeluarkan untuk
pemeliharaan prasarana ini sebesar Rp.137.914.916,00. Kegiatan ini bertujuan agar bisa
meningkatkan lapangan pekerjaan. Dalam program Padat Karya Tunai desa Toapaya memiliki 5
Mandor dan juga 53 pekerja. Tenaga kerja juga mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan
kecelakaan kerja serta jaminan kematian sebagai perlindungan kerja selama melaksanakan kegiatan
pembangunan desa dan sudah diputuskan melalui Keputusan Kepala Desa Toapaya (Nomor 38
Tahun 2020) tentang Tenaga kerja Desa Toapaya tahun anggaran 2020.
Kegiatan Program Padat Karya Tunai Desa melalui Pembangunan Desa, para pekerja yang
didalamnya tidak memerlukan skill khusus karena pada hakikatnya PKTD adalah Bantuan Langsung
Tunai yang dikemas sedemikian rupa dalam bentuk kerja-kerja konkret. tujuan program ini yaitu
memberikan kesempatan kepada masyarakat agar memberikan pekerjaan melalui kegiatan
pembangunan secara swaseloka. tujuan dari program PKTD juga memberikan rasa kebersamaan serta
gotong royong dengan sumber daya ekonomi dan sosialnya, pembangunan desa ini menggunakan
anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

o
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Tabel 1. Pagu Anggaran Normalisasi Parit Kp.Jawa Desa Toapaya

No Uraian Jumlah (Rp)

1. | Dibayar honor jasa guru gambar normalisasi 2.989.916
parit Kp.Jawa desa toapaya

2. | Dibayar upah pekerja untuk kegiatan 117.000.000
normalisasi parit Kp. Jawa desa toapaya

3. | Dibayar upah mandor untuk kegiatan 13.375.000
normalisasi parit Kp. Jawa desa toapaya

4. | Dibayar belanja papan nama kegiatan untuk 350.000
kegiatan normalisasi parit Kp. Jawa desa
toapaya

5. | Dibayar belanja prasasti untuk kegiatan 1.000.000
normalisasi parit Kp. Jawa desa toapaya

6. | Dibayar operasional untuk kegiatan 2.900.000
normalisasi parit Kp. Jawa desa toapaya

7. | Dibayar BPJS Ketenagakerjaan untuk 300.000
kegiatan normalisasi parit Kp. Jawa desa
toapaya

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2021.

Peneliti ingin mengetahui sejaun mana implementasi Program Padat Karya Tunai Desa Toapaya
Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2020 dalam Keputusan Kepala Desa Toapaya (Nomor
38 Tahun 2020) tentang Tenaga kerja Desa Toapaya tahun anggaran 2020 dengan menggunakan
model Van Meter dan Van Horn yang didasarkan pada enam buah variabel

Seperti 1). Standar dan sasaran kebijakan 2). Sumber daya 3). Karakteristik organisasi pelaksana
4). Sikap para pelaksana 5). Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6). Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul : Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa Toapaya Kecamatan Toapaya
Kabupaten Bintan Tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program
Padat Karya Tunai Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2020.

I1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif
kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari
berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawacara atau pengamatan mengenai masalah yang
diteliti yang terjadi di lapangan(Moleong, 2012). dengan teknik pengumpulan data yaitu Observasi,
Wawancara dan Dokumentasi, Informan pada penelitian ini adalah Sekretaris Desa, Pelaksana
Kegiatan, Tenaga Kerja, Mandor, dan Masyarakat.

Tabel 2. Informan Penelitian
Informan yang akan diwawancarai
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No Informan Jumlah Orang
1. | Sekretaris Desa 1 orang
2. | Ketua Pelaksana Kegiatan 1 orang
3. | Tenaga kerja 2 orang
4 | Mandor 2 orang
5. | Masyarakat 2 orang

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021.

I11. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Implementasi Program Padat
Karya Tunai Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan dengan menggunakan Teori yang
dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn yang disebut dengan A Model Of The Policy
Implementation. Menurut Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik
antara lain:

Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan.

Sumber daya.

Karakteristik organisasi pelaksana.

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
Sikap para pelaksana.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

ocoarwhE

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Identifikasi Indkator-Indikator Kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis
Implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan
sejauh mana tujuan kebijakan ini telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan
berguna dalam menguraikan tujuan kebijakan secara menyeluruh. Tujuan dari Surat Keputusan
Kepala Desa No. 38 Tahun 2020 itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
yang ada di desa dengan memanfaatkan masyarakat desa tempatan yang dilakukan secara swakelola
dan mengatur pelaksanaan pembangunan desa agar menjadi lebih efisien selain tujuan kebijakan
standar keberhasilan juga mempengaruhi kebijakan yang sudah dibuat oleh Kepala Desa Surat
Keputusan Kepala Desa N0.38 Tahun 2020 tujuannya untuk masyarakat miskin namun melalui
observasi peneliti masih terdapat beberapa kesalahan yaitu masyarakat memiliki pekerjaan tetap
sementara banyak juga masyarakat yang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan padahal banyak
masyarakat desa toapaya yang ingin ikut program padat karya tunai desa tersebut kemudian dapat
dilihat juga orang yang ikut juga memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan mandor. dilihat
bahwa standar kebijakan yang tercantum di Peraturan Desa Toapaya belum sepenuhnya direalisasikan
dengan baik.

2. Sumber Daya

Keberhasilan Implementasi Kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan
sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan
suatu keberhasilan Implementasi Kebijakan. Setiap kebijakan menuntut adanya sumber daya manusia
yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan
secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga memiliki peranan
penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
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1. Sumber Daya Manusia

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses Implementasi menuntut adanya sumber daya
manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah
ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu
Nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.
dapat dikatakan dalam hal sumber daya manusia sudah berjalan baik karena sudah memiliki
kompetensi dan kapabilitas yang sesuai karena sudah dimusyawarahkan dan dibentuk tim pelaksana
kegiatan (TPK) untuk membantu dalam melaksanakan tugas serta pengawasan para pekerja.

2. Sumber Daya Finansial

Diluar sumber daya manusia, sumber daya-sumber daya lain yang perlu diperhatikan juga,
yaitu sumber daya finansial, ketika sumber daya manusia yang berkompeten sudah tersedia
sedangkan aliran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang akan menjadi persoalan untuk
merealisasikan sesuatu yang menjadi tujuan kebijakan publik.
Untuk sumber implementasi Keputusan Kepala Desa Toapaya anggaran sudah ditetapkan yaitu
anggaran untuk mandor dan juga pekerja dalam rapat serta disosialisasikan bersama masyarakat,
ketika sudah dilapangan mandor dan juga tim pelaksana kegiatan melakukan pengawasan dan juga
monitoring yang dilakukan selama 1 minggu sekali dalam 1 bulan pengerjaan berlangsung, untuk
pembagian upahnya bisa sehari atau seminggu sekali tergantung dari hasil kesepakatan para pekerja,
diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai sumber daya finansial sangat baik serta sudah
dimusyawarahkan sehingga kecil kemungkinan terjadinya gagal implementasi yang menjadi tujuan
kebijakan publik.

3. Sumber Daya Waktu
Sumber daya waktu merupakan peranan yang sangat penting dalam keberhasilan
implementasi kebijakan, saat sumber daya manusia yang baik dan anggarannya sudah sangat rinci
serta berjalan dengan bagus tetapi terhambat oleh waktu, maka dapat menjadi penyebab
ketidakberhasilan dalam implementasi kebijakan. Untuk sumber daya waktunya sendiri sebelum
dibuatnya Surat Keputusan Kepala Desa memang program ini di dapatkan dari surat edaran yang ada
dipusat setelah itu Ketua Pelaksana bersama Kades membuat RKP Desa dalam waktu 1 tahun
kemudian di musywarahkan kepada mandor dan masyarakat untuk menentukan berapa lama proses
pengerjaannya yaitu selama 30 hari.
Pada indikator kedua ini untuk Sumber Daya sudah berjalan dengan baik dapat di lihat
sudah ada srtuktur pelaksana penanggungjawab, sumberdaya pekerja, biaya dan waktu pelaksanaan
yang cukup.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik Organisasi Pelaksana tidak lepas dari struktur birokrasi yang dapat diartikan
sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-
ulang, aspek yang diteliti lebih lanjut dari karakteristik organisasi pelaksana adalah Standar
Operating Procedure (SOP) Program Padat Karya Tunai Desa.

1. Standar Operating Procedure (SOP)
SOP mengenai pelaksanaan Keputusan Kepala Desa dan juga proses untuk menjadi calon

pekerja sudah cukup jelas namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaanya perlu adanya
peingkatakan ketegasan yang dilakukan pemerintah Desa untuk menindak RT dan RW yang
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melanggar atau bekerja tidak sesuai SOP begitu juga untuk RT dan RW perlu meningkatkan
pemahaman agar mempermudah terwujudnya tujuan kebijakan. Dari hasil observasi peneliti
dilapangan memang tidak semua RT dan RW yang melakukan hal demikian RT dan RW yang bekerja
sesuai SOP juga ada , terdapat beberapa RT dan RW yang melakukan tugasnya dengan baik dengan
melihat keadaan masyarakatnya apakah benar-benar sudah mampu atau tidak mampu kemudian di
data sehingga setelah diberikan ke Pemerintah Desa bahwa memang masyarakat nya benar-benar
tidak mampu dan bisa memenuhi sasaran sesuai yang sudah dibuat Peraturan Desa berdasarkan
musyawarah bersama masyarakat.

2. Pengawasan

Dalam mengelola program ini pihak pelaksana bekerja secara tim yang dibagi menjadi 5
mandor disetiap lokasi, dimana Ketua Pelaksana sebagai penanggung jawab serta memberikan arahan
kepada anggotanya selama menjalankan program ini dan untuk dilapangan mandor mengawasi setiap
para pekerja yang berbeda dari setiap lokasi. Yang terjadi dilapangan tidak demikian berdasarkan
hasil observasi banyak para pekerja yang mengeluhkan tentang mandor sering tidak hadir di lokasi
padahal hal ini sangat perlu untuk menilai sejauh mana kemampuan para pekerja untuk
menyelesaikan pembangunan yang ada didesa tersebut. Pada Indikator ketiga ini Karakteristik
Organisasi Pelaksana belum berjalan dengan baik dapat dilihat dari masih adanya kesalahan
pelanggaran Sop yang di lakukan mandor pelaksana yaitu RT dan RW sebagai penanggungjawab
karena masih ada pekerja dengan data lama yang belum diupdate dan tahapan seleksi tidak ketat, serta
masih lemahnya pengawasan dari BPD sehingga hal tersebut bisa terjadi pengawasan yang dilakukan
oleh mandor juga kurang baik karena banyaknya keluhan para pekerja tentang mandor yang tidak
hadir dilokasi.

4. Komunikasi antar organisasi terkait

Implementasi akan berjalan secara efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan dipahami oleh
individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting
untuk memperhatikan kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya
dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan yang di
komunikasikan dengan berbagai komunikasi.

1. Ketepatan Komunikasi dengan para pelaksana
Komunikasi awal yang dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat bahwa akan diadakan
program padat karya tunai desa yaitu pembuatan saluran air yang ada di Kp. Jawa dan juga
menghimbau mulai dari poster serta media untuk memberikan informasi bahwa yang mengikuti
program ini adalah untuk masyarakat miskin.
Informasi yang disampaikan dengan jelas kepada seluruh masyarakat yang diberikan oleh
pemerintah Desa dalam penentuan kelompok sasaran diantaranya :
1. Dalam sosialisasi kepada masyarakat selalu diberitahu bahwa kegiatan pembuatan salur air
hanya untuk masyarakat miskin dan pengangguran.
2. Berbagai himbauan Pemerintah Desa di media bahwa sasaran kebijakan para pekerja hanya
untuk masyarakat miskin dan pengangguran hal ini ditujukan agar masyarakat luas
mengetahui siapa yang menjadi sasaran kebijakan para pekerja.

2. Konsistensi atau keseragaman informasi yang dikomunikasikan

Pemerintah Desa Toapaya sudah menunjukan ukuran dan sasaran kebijakan yang jelas, namun
masih terdapat ketidaktegasan dari Ketua Pelaksana untuk menindak atau memberikan sanksi bagi
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RT dan RW yang sebenarnya sudah mengetahui tetapi masih memberikan kesempatan kepada orang
yang sudah mampu dan itu tidak sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang telah diatur dalam
kebijakan diatas.

Pada Indikator keempat ini Komunikasi antar Organisasi terkait masih belum berjalan dengan
baik karena pada implementasinya dilapangan masih belum sinkron sengan sasaran dan kebijakan
yang telah ditetapkan masih ada mis komunikasi dan pemahaman antara Ketua pelasana di Desa, RT
dan RW sebagai mandor dan BPD sebagai pengawas.

5. Sikap Para Pelaksana

Sikap dan arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan
merupakan hal yang (crucial). Implementor mungkin bisa menjadi gagal dalam melaksanakan
kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi suatu tujuan kebijakan (Van Meter dan
Van Horn, 1974). Sebaliknya, Penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan
kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut , adalah
merupakan suatu potensi yang besar terhadap suatu keberhasilan Implementasi kebijakan. Pada
akhirnya intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. bahwa
pemahaman akan kebijakan hanya dimiliki oleh mandor, RT, dan juga RW sedangkan sebagian RT
dan RW kurang mengerti serta memahami akan sasaran dan tujuan kebijakan, dengan begitu akan
sulit bagi RT dan RW untuk menjelaskan kepada masyarakat akan kebijakan tersebut, hal ini juga
dilakukan observasi peneliti ketika melihat data yang diberikan oleh RT dan RW, mereka hanya
menjelaskan mendapatkan data-data dari warga setempat dan tidak melakukan pengecekan ulang,
sedangkan melakukan pengecekan ulang itu sangat perlu agar bisa mengetahui apakah warganya
sudah mampu atau tidak.

Pada indikator kelima ini Sikap Para Pelaksana juga masih belum berjalan dengan baik dapat
di lihat pertama pada saat musyawarah RTdan RW belum dapat menjelaskan secara detail kepada
masyarakat sehingga masih ada rasa tidak serius masyarakat yang ikut. Serta melihat masih ada
pekerja yang sudah ikut namun tidak ada kesadaran diri untuk serius mengikutinya.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Terakhir yang diperhatikan untuk menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang
ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn (1975) sejauh mana lingkungan eksternal turut
mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan
politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan.
Untuk itu dalam upaya implementasi kebijakan juga memperhatikan kondisi lingkungan eksternal
dalam penelitian ini, lingkungan ekonomi sosial dan politik yang akan diteliti adalah para pekerja,
dan alasan mengapa masih mengikuti kegiatan pembuatan saluran air padahal sudah mampu. Dan
sebenarnya hal tersebut bukan merupakan sasaran kebijakan program Padat Karya Tunai Desa dalam
kegiatan pembuatan saluran air, serta himbauan pemerintah desa kepada masyarakat.

1. Lingkungan Sosial

Kondisi lingkungan sosial masyarakat di Desa Toapaya menggambarkan masyarakat yang
hidup rukun dan saling menghargai serta saling tolong menolong. Kehidupan masyarakat kebanyakan
bergantung pada sektor pertanian dan hortikultura. Pada saat pandemi covid-19 yang melanda
Indonesia kondisi sosial masyarakat agak terganggu karena banyak sekali yang orang kehilangan
pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Akan tetapi masyarakat tetap mendukung upaya desa
untuk membantu masyarakatnya yang lagi kesusahan. Dengan melakukan berbagai upaya. Salah
satunya adalah kegiatan Padat Karya Tunai Desa. Masyarakat sangat ingin mendukung semua
kegiatan yang dapat membantu kehidupan sosial.
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2. Lingkungan Ekonomi

Dampak dari Pandemi covid-19 membuat masyarakat Desa Toapaya merasakan imbasnya,
mulai dari kurangnya penghasilan, tidak ada lapangan pekerjaan, dan harus bertahan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Dengan hal tersebut pemerintah Desa Toapaya mencoba untuk mengatasi hal
tersebut. Salah satu nya yaitu melalui Program Padat Karya Tunai. Desa melakukan kegiatan Padat
Karya Tunai pembersihan saluran air di Kp.Jawa. Untuk lingkungan ekonomi yang sangat harus
diatasi. Semua masyarakat sangat membutuhkan penghasilan tambahan, pada kondisi seperti ini yang
dilakukan oleh masyarakat mau tidak mau adalah mengikuti kegiatan saluran air yang ada di Kp.
Jawa karena pemikiran masyarakat hanya melihat dari nominal bukan dari sasaran yaitu untuk
masyarakat miskin dan pengangguran, begitu juga dengan nominalnya dibayar perhari secara tunai
dengan harga 100.000 ketika pengerjaannya selama 30 hari maka merupakan salah satu alasan
masyarakat tetap melakukan kegiatan pembuatan saluran air yang ada di Kp.Jawa tersebut.

3. Lingkungan Politik

untuk politik sendiri sebenarnya tidak ada ikut campur karena program ini di dapatkan langsung dari
kementerian, jadi Desa itu sendiri yang mengelola secara swakelola dan di tunjuk Ketua Pelaksana
bersama Kepala Desa unuk membuat secara detail kegiatan tersebut. lingkungan sosial, ekonomi dan
politik menjadi hal penting yang harus diperhatikan agar implementasi kebijakan dapat berjalan
dengan baik.Dalam kondisi ekonomi masyarakat memang perlu adanya kegiatan desa yang dapat
melibatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi dan tidak ada kaitan
politik di dalam han tersebut.

Pada indikator keenam ini Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik sudah berjalan dengan baik dapat
dilihat dari lingkungan sosial yang selalu mendukung pemerintah desa serta kondisi ekonomi yang
memang lagi melemah pada saat pandemi. Serta tidak terlalu terpengaruh kondisi politik.

IV. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa
Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2020 pada indikator pertama standar dan
sasaran kebijakan yang sudah ada masih belum berjalan dengan baik karena masih ada kesalahan
yaitu orang yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan tetap masih ikut
terlibat. Serta beberapa orang yang ikut memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan mandor.

Kemudian Pada indikator kedua ini untuk Sumber Daya sudah berjalan dengan baik dapat di
lihat sudah ada srtuktur pelaksana penanggungjawab, sumberdaya pekerja, biaya dan waktu
pelaksanaan yang cukup. Selanjutnya Pada Indikator ketiga ini Karakteristik Organisasi Pelaksana
belum berjalan dengan baik dapat dilihat dari masih adanya kesalahan pelanggaran SOP yang di
lakukan mandor pelaksana yaitu RT dan RW sebagai penanggungjawab karena masih ada pekerja
dengan data lama yang belum diupdate dan tahapan seleksi tidak ketat, serta masih lemahnya
pengawasan dari BPD sehingga hal tersebut bisa terjadi.

Selanjutnya pada Indikator keempat ini Komunikasi antar Organisasi terkait masih belum
berjalan dengan baik karena pada implementasinya dilapangan masih belum singkron sengan sasaran
dan kebijakan yang telah ditetapkan masih ada mis komunikasi dan pemahaman antara Ketua
pelasana di Desa, RTdan RW sebagai mandor dan BPD sebagai pengawas.

Serta pada indikator keenam ini Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik sudah berjalan dengan
baik dapat dilihat dari lingkungan sosial yang selalu mendukung pemerintah desa serta kondisi
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ekonomi yang memang lagi melemah pada saat pandemi. Serta tidak terlalu terpengaruh kondisi
politik.

Jadi dari enam indikator pengukuran implementasi kinerja kebijkan publik yang ada, di tarik
kesimpulan yaitu terdapat dua hal yang sudah berjalan dengan baik dan empat hal yang masih belum
berjalan dengan baik. Sehingga sudah memiliki landasan yang cukup baik untuk kebijakan publik
namun belum terselenggara dengan sistematis.
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